BUPATI RATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
ROMOR if] TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POEQK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

SATUAN POLISE PAMONG PRAJA
KABUPATEN NATURNA

DENGAN RAAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang: a  bahwa deppan  ielah  ditetapkannya Persluran Daerah
Kabupaten Natuna Nomor 11 Tabun 2004 fenfang Susunan
(Ohrganisesi  dun Taie ¥erja Satuan DPolisi Pamong Praja
Kabupaten Natuna, maka perhs disusun tuges pokolk, fIngsi
dan Uraian Tupas Saiuen Polisi Pamong Preya Eabupaten
Matuna;

b. behwa berdasarkon pecrimbangan sebagaimana dimaksud
fdalam huruf a diatas, perla menetapkan Peraturan Bupatl
tenfang ‘Tugas Pokok, Fungw dan Ursian Tugas Satusn
Poligi Pamong Praja Kabuipaten Naiuna,

Mengingat : i, Undapg-Undeng MNomor 28 Tabun 19%9% tentang
Pepyelenpgaraan  Negara yong Bersin dan Bebas  dari
Korupsi, Kolusi den Nepotisme {Lembaran Nepara Republik
Indonesiz Tahun 1999 Nomwor 735, Tambaban lembaran
Negara Hepublik Intlonesia Nomaor 3831);

2. indong-Undang  Nowwor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupatlen Pelalawan, Kabupaten rokan Hahg,
Kelmpaten Rokan Hilir, Webupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Nalunas, Kabupaten Kuantan Singmg
dan Kota Batam {Lembaran NepsmaRepublik Indonesia Tahun
1999 Momor 181, Tambahan Lemstaran Negara Nomor 3902),
schagaimena telah divbah beberapakali terakhir cengon
Undang-Undane Nomor 34 Tahun 2008 leniang Pocrabahan
Ketign Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Pembentulean Kabupaten Pelalawan, Kabupalen Reolkan Hulu,
Kabupaten Rokan Jilir, Eabupalen Siak, HKabupaton
Karimun, Kabupaten Matuna, Kabupaten Kuantan Singing
dan kota Batom (Tembaran Negara Republik Tndonesia
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Tohurm 2008 Nomor 107, Tambuhuan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 4580}

Undang-Undang WNomor 25  Tahun 2002 tentang
Pembentulan Provins! Kepulauan Fisu (Lemnlwran Negara
RHepublik Indonesia Tshun 2002 Nomor ill, Tambaban
Lembarsn NevaraRepublik Indonesia Nomor 42.37);

Undang-Undang Nomor 12 Tobun 2011 ientang
Permbennilcan Peraiuran Perundang-Undangan  {Lembaran
Megara  Republik  Indoresia Tahon 2011 Momor &2,
Tambshan Lembaran Negarma Repubik [ndonesi Numeor
4ARY;

Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntab
Dacrah [Lembaran Negara Ropublik Indonesio Tabhun 2014
Momor 244, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5587] sehapsimana  telzh  divbeh  Deberapalcali
terakhir deppan Undang undang Momor 9 Tabua 2015
tentang Perubshan Kedun Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemetttahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tabun 2015 Nemor 58, Tambaban
Lembaman Negara Republik Indonesla Nomor S679);

Peraiuran Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 fenlang
Pernbagian  Urusan Pemeriniahan  Antara  Pemeninidsh,
Pemeriniahan Daerah rovinsi, dan Pemerintabon Dacrah
Kubupaten /Koia{lembaran  Wegaras  Republik Indoncsia
Nomor 82, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737});

. Peraturan [omerintah Nomor 41 Tahun 2007 testang

Organisasi Perangkal Daerah {Lemnbaran Negara Republiic
Indonesin Tahun 2007 MNomor BY, Tambahan Tembaran
Megara Republile Indonesia Nomor 4741);

Perawuran Pemerintah Nomor 6 Tehun 2010 tentang Sataat
Polizi Pamong Praja (Lembaran Negera  Republik Indoncsia
Tabun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indcnesia Wormor SUS4;

Poratiran Menteri Dalam Negeri Nomoe 40 Tahon 2001
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pobis
Pamong Praja [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2001 1 Nomor 2901;

_Peraturan Menteri Datam Negeri Momoer 54 Tahun 2011

lentang Standar Operasional Prosedur Satusn Polisi Pamong
Praja [Beritn Negara Republik Tndoncsia Tahun 2001 Nomor

Yo,

Peraturan Menleri Dalam MNegeti Nomor I Tahun 20104
tentang Pembentukan Produk Hokum Dacrah (Benta Negara
Kepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor S
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoe B4 Tahun 2014
lentang Penyelenggaraan Perlindungan Muasyarakal [Berita
Negara Reprililik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837,

13, Peraturan Mreerah Kebupaten Natuns Nomor 11 Tabun 2004
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kena Saluzan Poiisi
Pamong Praja Kabupalen Nafuna;

MEMUTLSEAN -

: PERATURAN BUPATI HNATUNA TENTANG TUGAS POROE,
FUNGST DAN URAIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KEATRRUUPATEN NATUNA,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pazal 1
Dalam Peraturan Bupat ind yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaicn Matuna,

2. Pemerintah Dwuersh wdslsh Bupali dan perangkat daersh
sebogal unsor penyclenggars Pemetintahan Dacrah;

3. Bupari adaiah Buparl Kabupaten Nalona;

Perangkat Daerash adalab unsur pernbaniu kepais daerah
dulain penvelengparaan pemonntah dacrah yang lerdiri
dari Sekretariat Daerah, Sckretarial Dewsn Perwakilan
Ruloval Deersh, Dinas Dacrah dan Lembegs Teknis
Draerah,

3. Kepala Satuan adalah Kepala Satusn PMobisl Pamong Prajs
Kabupatcn Natuns;

f. Polisi "among Prgge adalah unsur pepunjanyg pemeriniah
dacrah wang diserahi wewenang, tugas dan tanging
jawab menunjang penyelenggaraan wusan i bidang
Penegakan Perundang-undangan  Daerah, Keterban
Umum dan Kcotenlraman  Masyarakat, DPorlindungan
Musyarakat serta Pemadaman Kebakarat.

¥, Ketertiban umiim dan ketenteraman masyarakat adalah
zuail keadasn dinamis yang memungkinkan Pemerintah,
Pemerintah Deerah dan masyvarshai depat melakukan
kepialannya dengan tenteram, teriih dan terator;

#. [crlindungan  masyvaraket vang sclanjutnya  disebut
Linmas adalah komponen khusus kekuasian pershanan
keamanan Negara yang mampi berfungsi  membantu
magzyarakat menanggEiangt bencana FRELI R
memperkecil akibal malapetaka depgan snewlpidian
keselamatan  masyarakal dari akibat bencana  dan

— malapetaka, agar korban jiws, kerugian harts benda dan
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kerusgkan nglungen dapal diperhkeat, schingea lereipia
kondis! masyaralat vang aman, tertib dan tenteram;

9. Pemyidhik Pegawat Negen Sipd yang selanjuinys disimglat
FPNS adalalk Fcjabat Penyidilc Pegawsu Negenn Sipal
tertentn di linglhanegan Pemerintah Kabupaten Natuna
vang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakoukan Penyidikan  icrhadap  pelanggaran
peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya;

10, Kelompok  Jabatao Fungsional adalab Kelompok yang
melaksanakan kegiatan teknis sesuni dengan  bidang

tuEas yang dimilikinys.,

11. Penegakan Petatutan Daerah adalah upaya
aparat/ masyverakal meoelaksanakan Permla sesusi dengan
lectentuan vang berlako dan pencpakan alas pelbipedrae
[Perda, scrie bhndakan peoerUban (erhadap penyirnpasgan
dan pclanggarannya;

I12. Patrob adalsh mengeliling sustu wilayah terlente seoars
tertonit bersifat miting

bk 13. Penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan tertentu
(pengamanan) adalah merupakan salab satu  tugas
melekar patdas Sarpol Polisi Pamong Praja sebagni aparat
Pernetiniah Daerah dalam menyelengraralan
ketenteraman dan ketertilvan amuam;

14, Pembinsan  adulgh  segala wusabhe dan kegiatan
membimbing, mendorong, mengarohikan, mengperaxkan
termasuk  kegiaton  koordinass dan bmbhinpan  lekos
untuk peolaksanaan scsuatu denpan beak, lomslur, raps
dan =cksama menurut roncand/program  pelalisanaan
dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistcm dan mctods
efelktif dan efisien untuk moncapal tujuan dengan hasil
yang optimal;

5. Penyulihan adalah spabs kegiatan Satpol PP dalam
rangke melaksanakon penyoampaian informasi tentang
Perda dan Pergiuran pelokssnaannya kepadoa sehrruh
imasyarakal,  deogan harapan dapast  meningkatican
kesadaran dan kepatmhan sehingen tindak pelanggaran
menjadi turun;

L6, Keparnuptann adslah susin kegialan yang bertujuan
untul memngiatian SOM anepota Satpol PP dan anggoda
Lmmaz melalui labhan dasar yang berkatan dengan
tupoksi Satpol P dan Linmas.

BARII
Baman Kesatu

Tupas Pokok dan Fungsi
Pasal 2

Satuan Polist Pamong Prajg mompunyal tugas membantu
Bupaii dalam penyelenggaraan pemerntahan dacrabh
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bidung penegakan peratoran dserab, kelertiban umum dan
kctentraman seriz perlindungan masyarakat.

Pa=zal 3

Satizan Polisi Pamong Prajs dalam mclaksanaksan  (ugas
sebapaimana dimaksud pada pasal 2, menyclenpgarakan
fuangsi:

.

(L}

Penyusunan program dan pelelsanaan ponegakan
Pereluran PRacrah dan Peraturan Bupatl, penyclenggaraan
ketertiban umum dan ketenrraman masyarslal  seris

perhindungan masyarakat;
Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perbup;

Prlaksanzan kebijakan permelittaraan dan
poenyelenpgaraan  ketertiban umun dan kerenteraman
masyarakal;

Polaksansan kebijakan perlindungan masyarakar;

I'clakeanaan koordinasi penegakan Peraiursn Daerah dan
Peraturan Bupati, serla penyclenggaraoan  kelertiban
umum  dan kelentraman masyvarakatdengan  Apsrsl
Kepolisian Ropublik Indonesia, Penyidik Pogawal Neger
Ripil (PN3) dan atau aparalur lainnya;

Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan
apar memathi dan mensal Peratiran Dacrah dan
Peralursn Bupati;

Menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan  ketertiban
wimum dan kelentraman masyarskal dalam pelaksanaan
opcrasi, pengendalion, sarana, bantuan dan pemadaman
kcbakaran;

Pelaksanaan urusan peiatinan dan keterumplan anggots
Batpan Polisi Pamong Praja dan Pemadan kebakaran;

Pelaksanann tugss lain yang diserahkan Bupstli sesuai
fingkup migasnya.
Ragian Kedua

Susunan Organisasi
Pueul 4

Satusn Polizi Pamong Traja, wrdin darl:

1. Kepals Satuan;

b. Bekretarat;

c.  Bidang Penepekan Perundang-undangan Dacrah;
d

Bidang HKetertiban Umum  dan Ketentoramman
Masvarakat;

Bidang Sumber Daya Aparatur;
Bidang Perlindungan Masyaralos!;
g. Kelompol: Jabatan Fungsional;
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Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretanis dan tap-Uap
Bidang dipimpin olch seorang Kepaia Bidang yang dalam
melaksanalan tugasmyn berads dibawah dan
bertangpungjawab kepada Kepaia Satuan Polisi Pamong
Praja.

Bagian Ketiga
Belretariat

Pasal 5

Sckrctariat mempunyal tugas melsksanakan, menyusoen,
merencanakuan  program, mengelola keuangan,  urnssan
umuim daol kepocgawalan:

Tilam melakszanskan  lugas pokok  schagsimans
dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyal fungsi

#. Perencanaan, pengelolasn,  pengendalian dan
penpiRoordinasian UTLRAT LTI, keuangan,
perencanaan, cvaluasi dan pelaporan;

h. Pelaksanaan tugas Jain yang diberikan oleh atassno
scsua denpan ugas dan fungeinya.

Uraian Tugas Sclorelariat meiipuf :

a Merencanakan, mengelola, mengendabikan, serts
mengkoordinasikan  operasional | ketalausahakan,
kepegawaian, kenangan, kehumassn dun
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan uamn
keperiuan alat tulis kantor (ATK), rueng perkantoran,
petencanaan,  evaluasi  dan pelaporan program
kewiantan sebagai podoman pelaksanaan togas,

b. Menpoordinasikan  pemaduserasian penyusunan
EENSTRA dan REMIA Satuan Polisi Pamong Praja
dengan RRIPD, REBIMD dan EEPD;

c. Menyelengparkan penvusunan FENITRA dan BEENJA
Satuan DPolisi Pamong Praja dalam mnghsa kKelancaran

tugas;

d. Menghimpim bahan-bahan RPJPD dan RPJMI bidang
lretenteraman, kelertiban A1, eTegalian
Peraturan Dacrah dat Peraturan [ Kopul ssan
Bupaui Bumber Duya Apursior serta Perlindungan
Masynrokat sebagai baban penyusunan RPJPD dan
HPAIMD Kabupatcn;

c. Menghirmpun bahan-bahan LPPD Tabunan dan LPPD
Akhir Muss Jabatan Bupsil bidang ketenteraman dan
kcteriban umum, penegokan Peraruran Daerah dan
Peraturan /Kepinusan  Bupati, seria  Perlindungsn
Masyaraksal sebapgai  bahan  penyusunan LPPED
Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabalan Dupati;



f. Menghimpun hahan-hahan LEPJ akhir tahun dan
akhir masa jabatan Pupeti peda bidang ketenteraman
dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Dacrah
dan Peraturan/Keputusan Bupati serta perlindungan
masyarakat;

¢. Menyvusun laporan skuntabilites kinerje satuan polisi
pamong praja sebagal perlanggnungjawaban  kepada

bupati;

h. Mengoordinasikan  penyusunan  laporen  evaliasi
kinena rAasitg-maszing kesmalen Urisarn
kErtenlerarrean, kererdban LI, penegakan

Peraturan Dacrah dan Peraturan/ Keputusan Bupati,
Sumber  Days  Aparsztur serta Perlimdungan
Masyvarakat di lingkungan satuan polisi pamong prajs;

i. Mengoordinasikan pelaksansan  standar pelayandan
minimal wrusan ketentetpaman, keteriban  wmuam,
penegalkan Peraturan Daerah dum
Peraluran/ Keputusan Bupals, Sumber Daya Aparatur
serta Perlindungsan Masyareka! di lingkungan Satuan
Polisi Pamong Praja;

j.  Mengoordipssikan  penyusunan  kebijaken  dan
peTHiUTAnN lainnya dalam peryelenggaraan
peladksunigan wrusan  ketenteraunan,  Kefertiban
L, e egakian Peratursn Dinerah dern
Poraturan, Kepulusan Bupati, Sumber Daya Apsrator
serta Periindungan Mesyarakat;

k. Mengoordinosikan pernyusunan stondar operasional
prosedur wusan ketenleraman, keterfiban umum,
penecalan Ferabaran Daerah dan
PeraturanKeputusan Bupali, Sumber Daya Aparatur
serta Perlindhingan Masvarakat,

1. Mengoordinasikan usulan pegawai yang mengiloot
peruliciikan  dan  pelatihan tcknis serla fungsional
P AT R

m. Mengoordinasikan  pensclenggaraan kerje sama
dengun insianal vertikal dan fataumbak swasta;

n. Mcongoordinasikan penyelengparaan kogatan-kegialon
KORPRI danm DHARMA WANITA PERSATUAN i
lingup Satuan Poliw Pamong Praja;

n. Mengnordinasikan pelaksanaan gerakan  disiplin
pesawa di ingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;;

p. Memberikan saran dan periimbangan tehnis kepada
alasan;

g. Memlbyagn  tusas  dan  memberi  petunjuik kopada
bawahan ager pelaksanssan mgas dapat berjaien
lancar scsusd dengan ketentuan yang beriaku;

L ——————
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Melaksanakan  tugas  kedinasan  lainnya yang
diberikan uleh atasan,

Paszal &
{1} Sckretarial terdici dari :
a. Sub Baman Program,
b Sub Bagan Kelangan,

C.

Sub Bagion Umum dan Kepegawaian.

[2) Tiap-tap Sub Bapgi=zn dipimpin olch EKepals Bub Pagian
vang dalam melaksaoaikan mugasnyva berads dibawaih dan
bertanggungjawab kepada Sckretaris.

LE)

{2

Pasal 7

Sub Bagian Progrum mempunyai tugas melaksanakan
sebagiur: tugas dan fungsi Sckrelanal dibagianprogram,
menyusun rencana kerja dan anggaren tabunan Satuoan
Polisi Pamong Praja, meiaksanokan kegalan dibagian
perencanann, membudl laporan ekhir tahun dan laporar
lamnya.

Uralan Tuges Sub Bagian Program mehpats

il

o

Menyusun  visi  dan  misi saloan, oenghtmpun
Reneana Kega Anggaran  {RKA) Seloelariar dan
Bidang;

Menyusun REencana Stratepis (Renstra) dan Rencana
Keria (Renja] Satuan Polisl Pameong Praga dehigan
EPIPD, RPIMD dan REPD;

Menvusun RUIVJPD dan RPIMD dalam bngkup Sabuan
Polisi Pamonz Prajas sebhspal bohan  pongrasunamn
RR.IPD dan RPIMD Kabupalen;

Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pomernntehsn
Daerah [LPPD] Tahunan dan LPPD Akhir Masa
Jabalan Dupati dalam lingkup Saluan Polisi Pamong
Praja sebagri bahan penyusunan LPPD Tahunan dan
LPPD Akhir Masa Jobatan Bupati;

Menyusunlaporan  Keterangan  Pertanggungjawaban
{LKT'J} akhir tahun dan akhir masa jebaten Bupat
dalam Hogkup Satan Polisi "among Praja;

Mermyusun Laporan Almntabilitaz Kinerja Instansi
Pemerintah [LAKIP} Satuen Polisi Pamoog Praja
sehapai pertangrungiawaiban kepada bupalr,

Pemberian  petumjuk kf-padu bawahan mengenai

pelaksanaan fugas masing-masing dengan  arahan
qpzar [eriaksana denpan baik dan benar;
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., Melsporkan dan  evoluasi kegiatan Bub Bagan
Program untuk dikelabhul Hoghkat kinecja yang telah
dilakeansloan;

1. Mengevaluasi pelaksanaan LLIgAS dan
mengnventarsssi petmasaiahan dilingkup fugasnya
serta mencar altermah! pemaecaliantiya;

j.  Mempclajad memaham dan melaksanskan perataran
perundang nndangan yang berkattan dengan linglmp
ingasiya sebagai pedoman dalam pelaksansan lagas;

k. Memberilcan saran dan perbimbangen tekniz kepada
ALARAT

I Membagi mpas, memben pelumjuk, menilad dan
mengevaluasi hasil kerje bawahon agar pelaksanssn
gy dapal berjalan lancar sesual dengan ketenbuan
vang berlakuy;

m. Menghimpun dan memnpelajar: peraturan perundang-
undangan, kebijjakan leknis, pedoman dan petunjulk
tcknis scrta bahan-bahan lainnys yang berhubungan
dengan penyusuimn pEOgramM-progeam pada Sub
Bagian Tata Usaha ecbagal pedoman dan landazan
kerja;

n. Menginventarisasy permasalaban yvang herhubungen
dengan penyusunan program-program i hngkungarn
Sub Bagian Toeta Usaha serta menyiapkan haban-
ethan dalam rangka pemecahan masalah;

0. Mengonsep naskah dinas sesuai hidang tugas Sub
Bagian Tata Usaha berdasarkan disposisi atason agar
lersedia konsep nuskah dinas vang dibofuhkan,

p. Menyampaikan Japoran  hasil  pelaksanasn  tugas
dan/atau kegiatan kepada alasan;

g. Pelaksanasn lugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuail dengan tugas duan ungsinya,

Fasal &

Sub Bagian Keuangan mempunyval lugas melsboesnalbon
sehagian tupas  dan funpm Sekretans dibagian
adminis{irasi kedangan, menyusun ronpcana kega dan
anggaran lahunan Sub Baglan Keuangan dan rencsns
keria dan angegaran lahunan SBatvan Polisi Pamong Traga
beserta perubahan dan perhifungannyva, mongawasl dan
mecrabing para pegawss yang membanbmya.

Uraian Tugas Sub Bagian Keusngan meliputi

a. Merencanakan — dan tnelaksanakan  kematan
adminisirasi keuangan pada salusn polisi pamong
praja;

b. Pembagian pelaksanaan tugss administrasi keuangan
pada saruan polisi pemongprigs;
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Menyustin rvencona dan program keris  operasional
kegiatan  adminisirasi  dan  portanggungawsbarn
pengelolasn keuangan Satuan;

Mclaksanakan Pengelolcan administrast  kedangan
angearan pendapatan dan belanja;

Melaksanakan penyvusunan dan pengkoeordinasian
rembuatan dallar wuji serta tambahan penghasila
bagl pepawai negern sipil,

Meluksanakan penatausahbuoan pengelolaan angearan
pendapatan dan beianyja Sanran;

Pelaksanaan pembinaan adiministrasi kcuangan dan
penyviapan bahan administrasi alointansi anggaran
pendapatan, belanja dan pembisyaan Satiian;

Meanyiisun Laporan pertangsungiawabari wlas
pelaksanaan  pengelolasn anggaran  pendapsisn,
belanja dan pembasyaan Satuan;

Melokspnaloian pengkoordineEs@n PEIVUISUNED TETICHTIR
dan program kerja penecloiaan kevangan dengan pars.
kepmla Ridsng di lingkungan Saliean;

Member:  petunjuie  kepada bawahan  mcngenai
pelalgsanaan  mupgas masing-masing  dengan arahan
agar lerlaksana dengan baik dan benar,

Mclaksanakan lugss dinas lain scsual dengan bidang
mzas dan fungsinys;

Mengovaluas: pelaksanoan tugses dan
menginventarisasi permasalahan dilinglup  tugasiya
serta mencari alternatif pemecahannya;

Mempelajari memahami dan melalkesanakan peraturan
perundangan-undangan yang  berkaitan  dengan
linghup  tugasnya  schagai pedoman dalam
Delaksanaan tigas;

Memberikan saran dan wrlimbangan tekmis kepada
AlAkHT;

Membaei  lupas, member pelunjuk, menilai dan
mengevaluxsi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tupas dapat berjalan lancar scsual dengan kefentuan
vang berlakou,

Menghimpun dian mempelajar peraluran peiindang-
undangan, kchijakan teknis, pedoman dan petunjuk
teknis serta bahan-bahan lalnoya vane berhubungan
dengan penyusunan  program-progeamm pada Sub
Bagian Keuangan schagai pedoman dan landasen
kerja;

Menginventarizsasi permasalahen yang berhubungan
denpgan penyusunan progrmun-program di inglkoungan



Sub Bupiun Keusngan serta menyinpkan bahan-hahan
dalam rangkap pemecahon masalah;

. Mengonscp nuskah dines sesuai bidang lugas Sub
Bagian Kcuapgsan herdosackar disposisi alasan agar
tersedia konscp naskah dinas yang dibumihkan;

Menvampoikan [aporan  hesil  pelaksanaan  agas
danfatan kegiatan kepada atasan;

t. Melaksanakan tugas-tupas Kedinasan lninnya  yang
diberikan alasan;

o

Prunl 9

(1} Sub Bagian Umum Don Kepogawaian mempunyaz fugas
meleksanakan sebopian tugas dan [upgsi Sekoetaris di
bagian adminisirasi umum dan kepegawsian, menyusun
rencana kerja dan anggaran tahunan Sub Bagian umum
dan  Kcpegawaizn, — melaksanalsn LTSRS -11MISAn
wetatausshaan, kearsipan, hepegawian,
kerumahtangpaan serta perlengkapan perksoloran
Satuan Polisi Pomong Prajs, mengawast dan memnbina

e pegawai di inglungan Satuan Polisi Pamong Praja;
(2} Urgian Tugas Sub Bagian Umum Dan  Kepegawwian
meiipely ;

4. Menyusun program, rencans kegiotan dan angaran
izhuman Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Melakzanakan UrUSAN—LITLSATN ketatausahann,
kcarsipan, kepepawaian, heorumahlangpgaan, serta
perlengicapan Satuan Polisi Pamong Praia;

c. Melaksanakan pelayenan administrusn armim kepada
scluruh unsur oreganisas! Satuan Polisi Pamong Praja;

d. Melaksanakan pengiman, pengulzhan,
penvimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi
kepegawaian Satuan,

e, Mengamankan dan pemeliharaan aset mlik daerah
vang herada dalam penpuasaan sabizan polisi pamong
PIEjH;

[. Menvusun rencana  kebultuhan  peralatan dan
oerlengkapan Sotuan, pengadast perlenglapan dan
peralatan saiuen, pendistribusian barang keperluan
Satuan, oerts  pemelibaraan dun pemanfaatan
barangfasct milik doerah yang berada dalam
penguasaan salian polisi pamong praja;

g. Memberi potunjuk  kepada bawahan mengena
pelaksanaan tugas masing-masing denguan araban
agat terlalceana dengan haik dan benar,

h. Melaparkan kegiaten Sub Bagian Umbm  don
Kepegawaian Lepada  Sekretaris  umluk  diketahui
tingkat. kinerja yang tclab dilaksanakan;
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i. Menpinventarisas: permasalahan-permasalahan
scsuai  bidang  tupss Sub  Bagian Umum  dan
Kepegawsisn secara rutin maupun berkala sebagmi
bahan pemnecshan masalab;

j. Mengonsep naskah dinas sesual bidang tgas Sub

Bagian Usmm dan  Kepepawaian berdasarkan
disposisi alasan ogar terscdia konsep nuskah dinas
vang dibutubhan;

k. Mengevaluasi hasit keglatan pertahun angearsn Sub
Bagian Umum dan Kepegawaisn berdasarkan capaan
pelaksanaan kegiatan sehagal hahan
PERYETIPUINAANNYA;

| Melaksanaan tugaes lain yang diberikan olch atasan
sceual dengan tugas pokok dan fungsinya;

Paragraf 2
Bidang Proegakan Perundang-undangan Daerah
Pazal 10

Badang Ponogakan Dcrundang undangat Daerah
et Eanyai Lugas eI, meTencalakan,
membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi
pelaksanan tagas buwahan, serta mengendalican kegintarn
penyelenggarann penepakan peraiuran daerah, peratiran
Bupali dan keputussn Bupeatl yang melipud pembinaan,
pengawssan, penyelidican dan penyidilan,

Dalam menjalankan tugas sebagaimona dimaksud pada
pazal 10 ayal (1), Bidang Penegakan Penuaudang undangan
Pacrah memiliki fungsa:

#. Penetapan penyusunan rencanadan program ferga
penegakan prraturan perundang-undangan daerahy

b, Penetapan rumusan kebijakan  tokmis  penegakan
peramiran perundang-undangandoerah;

¢. Penvelenggarasn  fasilitasi  penegakan  perafuran
perundang-undangan dacrab,

d. Penetapan twnusan  pedoman  dan  supervisi
penegekan peraturan perundang-undangean duerab;

e. Penelspan rumusan pembinean, pengawasan dan
pencgakan peraturan perundang-undangan daeral;

f.  Peoolapdrn TUITHSat bBrahan Loordinasi
penyclenpggaranan  penegalan  peraturan perundang-
undangan daerah;

¢ Penetapan rumusan kebijakan leknis operasional
pergclidikan, penyidikan dan pemeTilossn
pelanggaran  ketcntuan  poratursn  perundang-
undangan  daerah  serta fasilitasi  pembinaan
uptiasional prlaksanaan tugas PPNS;
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Penetapan rumussn penyusunan bahan fasilitas: dan
pembinaan opcrasions) pelaksanaan tugas PENS;
Penelapan  mumusan  kebijakan teknis benuk dan
jenis  pelangeaoran peraluran  peruandang undangan
dacTeh;

Pelagkganakan tuoas penegakan peraluran peroadang-
undangen daerah;

Pelaporan pelaisanaan tugas peoegakan peraturan
perundang-unduangan daerah;

Polaksanaan kaordinasi/kerja sama dan kemitraan
dengan umit kerja/inatansiflembaga alau pihak ketiga
dibidang penegakan peraturan perundang-Lndangan
doerah:

Pelaksanaan tapas kedinasan loin sesual dengarn
hidang tugas dan funpsimys;

Thmian Tugas Bidong Ponogaken Perundang-Undangan
Draerah meliputi :

a.

b.

Merencanakan dan program  kerja  penepgakan
peraturan perundang-undanganduerah;

Merumaskan lebijalkan tcknis penegekan peraturun
perundang-undangan daerah;

Memfasilitasi  penegakan permturan perundang-
mndangan dacrat;

Merumuskan pedowmsn dan  soperrvisi peoeesken
peraturan perundang-undangan daerah;

Merumuskan pombinaan, pengawasan dan poicgakum
peramiran perundang-undangan dasrah;

Merumuskan bahan koordinesi  penycloenggarasm
penegakan peraturan perundang-undangan dacrah;

Merumiskan kebijalom Leknis operasional
penyelidikan, peoyidiksn dan pemcriksasn
pelanggarun  ketentuan  peraiuran  perundang-
undangan daerah  scrta [asililasi  pembinaan
operasional pelaksanaan tagas PPNS,

Merumuskan penyusunan  bsahan [weiliteai  dan
pembinasn operasinnal pelaksanasn Lugss PPNS,

Mermmuskan kebijaken teknis bentuk dan  jenis
pelanggaran persluran perundang-undangsan daerah;

Melaksanalan tagas penegakan persiiran
perundang-undangan dacrah;

Melaporian pelaksanasn migas pencgalkan peratiran
perundang-undangan dacrah;

Pelaksanaan koordinasifkerjs sama dan kemreiiraan
dengan unit kerjaf instansiflermbaga atou pihal ketiga
dibidang penegakon peralursn perindomg-undangen
daerah;



m. Menginventarisas: permasalahan -permasaiahan
sesual bidang tugas Bidang Penegaloan Perundang-
Undangan secarn rutin mawpun  herkala sebagai
Bahan pemecahan masalab;

n. Mengnnsep naskah dinas sesuai budang tugas Bidang
Penepakan Perupdang-Undangan Daersh berdasarkan
dispusisi alasan agar torscdia konsep naskah dinas
vang dibultdilan;

0. Mecngevalnasi  hasil  keglatan  periabun anggoeran
Bidang Perundsnpundangan  berdasarkan  capatan
pelaksanaan keginton schagai L kiar
PENVCIMPUTITARILIIYY;

n. Melaporkan hasli pelaksangan tugas dan kegalan
Bidang Perundang-undapgan kepada Sckactans
secara periodik schagai bahan pertangmungjawaban;

g. Pelaksanaan tugas kcdinasan lein sesual dengan
hidang mgas dan fungsinyu,

Pasal 11

(1) Bidang Penegmkan Perundong-undangan Daerab, terdin
dari;

a. Scksi Pembinasn dan Pengawasan;
b. BSeksi PFenyelidikan dan Penvidikan;

i) Tiap-Hap Scksi dipimpin oleh seorong Kepala Schm yang
dalam melaksanakan (ugas herada  dibawah  dan
hertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ponecsgmkan
Perindang-undangan.

Pasal 12

(1} Scksi Pembinean dan Pengawasan mempuoyal togas
memimpin, merencanakan, mengaiur, mengendalikon duan
mefuporkan kegiatan lingkup pengeinbangan kapasitas
don peneripan aturan dan prosedur pelaksangan tugas
scrta membing, menpawasi kepada masyarskar dalam
penegaksn  persluran daerah,  peralran/kepuiusan
Bupatl, membimbing, memberi potunjuk  dan agas
kepada bawshan, memeriksa, mengorcks: hasil kerje
bawahan dan membual loporom keglatan Seksl
FPembinaan dan Penpgawakan;

{2} Dalam menjalankan tugss sebagnimana dimaksud pada
ayval (1), Seksl Pombinaan dan Pengawasan memiliki

fungs:

a. Penyusmman rencana dan program kerfa opcrasional

pembintgan, pengawasan dun  penegakan persluran
perundangan-undangan dacrah;

e
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Pelalegswansn penyusunan  dan  pengolehan  bahan
pembinaan, pongawesan dan peralursn peremiderng-
undangan daerah;

Pelalsansan pepyusunan dan kebiakan lekma dan
lagilitasi pembinaan, pengawasan dan penyaiuban
peraluran-perataran penumdang-undangan dacrak;

Penyusuna haban pombinasan, penpgawassan  dan
ponegakan peraturan perundang-undangsn dacrah;
Peagolshan  dets  pembinaan, pongawssan dan
penepakan peratiran perundang-undangan dasrab;
Memyusunan  dan penyampoisy  saran dan
pertimbangan  sehagai  pertimbangan  pengambilan
kebijaloo;

Pelaksanaan pelapuran dan dan cvaluasi pelaksanaan
tugas pembinaan, pengawssen  dan peraturon
peiandang-undangan dacrah;

Pelakaanaan koordinasi pembingan, pengswasan dan
peralyran perundang-undangan dacrah;

Pelaksanaan fugas kedinasan lsmm sesam dengsn
badang Lugss dan fungsinya.

Uraian Tugas Scksi Pemibinaan dan Pengawasan mehpui:

il.

Melakudwn kouordhinasi dengan Satuan Kerja Perangkal
Dacrah dalam melaksanaskan pembinaan, poneawassn
dan pengendalian  dalam  menegelbkan Peraturan
Dacrah dan Peraturan Bupati tenteng tugas, fungsi
dan urnion tugas Salusn Kerja Perangkat Daerah
Pemerintoh Kabupaten Notunas;

Menyusun rencana program kerjs berdasarkan data
tshun sehelumnya sebagai bahan dulim pelaksanaan
kepialan pembinaan dan poogawasan;

Mengumpitkan  dan  mengelola  mformasi yang
berhubungan dengan pembinaan dan prngawasan;

Melaksanakan koordinasi dengsn dinas dan mstansi
terkait sesusi dengan bidong tugas dalam rangka
kelancaran peleksanaan ogas;

Mclaksanakan pembdinaan dan  atau sosialisas
pencpakan peraturan perundangan undangan dacrah
berupa pembinaan  perorangan  dan  pombindun
kelompaok:;

Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedomsn
dan  petunjuk  tekis  di seksi pembinann dan
PETEAWARATN;

Mesnbiagi fupas kepads bawahan dengan cara tertulis
alau lisun apar dapat diproses lebih lanjut;
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h. Memberi perunjuk kepada bawshan dengan cara
teriubs stau lison agar bawahan mengerbd dan
memahami pekerjaannya;

L Mcmerksa, smengneeksi dan mengonirol  peketjaon
bawahan erdasarkan hagil kermja  dengan
membandingkan  dengan  petunjuk  kerja  untuk
mcngctabui adanya kesalahan atan kekebruan serta
11paye penyempUITIHATIN;

i. Menilai kincra para bawshan di hoghungan Seksi
Pembinaan dan Pepgawussan berdasarkan ketentuam
yang berloku untuk dipergunakan scbaga bahan
dulum perbinaan dan peningkaian karicr;

k. Menghirnpun dan mompelsjari peraturan perundang-
undangan, kebijakan tcknis, pedoman dan petunjuk
ks zerin bahan bahan linnya yvang berhubungan
denean penyusunan  progrom-program  pada  Sekesi
Pembinaan dan Pengowasan scbagsl pedoman dan
landasan kerja;

I. Memberikan suaran  pertimbangan  kepada  Kepaila
Kantor tentang langkah-iangkabh atau tndakan yang
perluy  diambil baik secars terbslis maupun haen
sebagai  altermatil  palihan dalam  pengambalan
keputusan;

m. Menginventarisasi permasalshan yang berhubungan
dengun penyusunan program-program di ngoungan
Scksi Pembinaan dan Pengawasan seria menyiapkan
pahan-bahan dalam rangks pemecaban masalah;

n. Mengonsep naskah dinas scsual bidang lugas Seksi
VPembinasn dan Pengawnsan beordasarkan  disposisi
atasan agdr levsedia konsep nashkah dinaz yang
dibutuhloan;

o, Mengevaluosi pelaksanaan togas berdassrkan data,
informasi dan laporan yang diteritna scbagal bahen
penyempurnaan lekah lanjut;

Menyampaikan laporan heail  pelaksanoan  lugss
dan fatail Kegiatan kepada atasan;

d

q. Melsksanakan tugas-tugas kedimasan lainnya yung
yang diberikan atassan.

Pasal 13
Seksi Penyelidikan dan Peoyidilan mempunyai  tuguss
merencanalsan, memimpin, melaksanakan,

mengendalikan  dan menyclesalkan  kasus-kasus
pelangparan paraturan daerab, membimbing, memben
petunjuk  dan  tugas  kepada  bawahan, memeriksa,
mengoreksl hasil kerja bawahan dan membuat laporan
kegiatan seksi penyelidikan dean penyidikan:
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(2} Dalam menjzlankan tugas sebapgaimona dimzkasud pada
ayat (1), Seksi Penyehdikan dan Pemyidikan memilik
Matgsi:

)

.

h.

Pelaksanasn [IETLY LLSLITEL kelnjakan lekrriz
peryelidikan dan petyidhiian pelanggaran perataran-
petaturan perutdang-undapgan dacral;

Penyusunsn reneans tan programm ke operssionsd
penvchdikan dan pemadiksan pelanggaran peratursn
porandangan-1mndangan dacrah;

Pelaksanaan  poenyeldikan  dan pemydikan &las
polangaran peraturan perundang-ndangan dacrah;

Pengolahan data penyelidikan dan peoyidiksan
pelangparan  penegakan  peraturan perundong
undangan daerah;

Penyasunan dar penyampaian  =aman dan
pertimbanpan sebagai periimbangan pengamibilae
kehijakar;

Peluksanaan peleporan  danevaluasi  pelaksanaan
mpas  penyclichkan dan penyidikan pelanggaran
peraturan poerundung- undangen dacsrah;

Pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan pemadikan
atae polangearan  perafuran  perundang-undasgan
dacrah dengan Penyadile Pegaw=sa Negeri Sipat i
binglungan Pemerintah Dacrzh Kabupatcn Natunn
dan Penyicik Kepolistan Republile Indonesia;

Pelgksansan tugas kedinasan Iein sesual dengan
badatey tlawas dan fungsinya.

Uraian Tugas Sekal Penyvelidikan dan Penyidikan nielipuati:

-

.

Menyusun bwahiart TLATT LTl kelnjalaan pelrivig
penyvelidikan dan penyidikan;

Mernyvusun  reneang prograrn dean rencana kers
anggaran pada sckst penyelidikan dan penyidilan;
Menpumpulkan  dan mengelols nformasi yang
berhubungan dengan penyehdilean dan penyidikean;
Mclaksanakon pomberdavaan  dan pengendasbian
Penyidik Pegawal MNegerr Sipd dalam  poncgakan
Peraturan Perundang-undangan Dacrah;

Menyusun bahan fasilitaz dan koordmas: Penyidik
Pegawal WNegeri Sipil dalam  pelaksansan  proscs
penyvelidikan dan penyidilcan;

Melakagnakar penindakan preventil non yustisial atas
pelangearan Peratizran Perundang-undangan Daerah;

Melaksanaken penyelidikan dan  penyidiken atas
pelungearsn Peraturan Perandang-undangan Dacrah,
Mclakeanakon penghenlian  kegiatan  dan atau
penyegclan  dengan menggpunakan  gans  pembaias



Polisl Pamung Praja terhadap pelangoarsam Peralurun
Porundaneg-undangan Daerah;

i. Menyiapkan hahan  administrasi berkas  porkara
terhadap pelangearan Peramiran Pesundsrge undangan
Daerah;

j.  Meoyiapkan bahan dan melaksanaltan penyaiian data
dare  informasi  terhadap  pelanggaran Poraturan
Penindang-nndangan Dacrah;

k. Melaksanakan monitoring, cvalusst den pelaporon
pada seksi penyelidikan dan penyidikan;

L. Menyusun loporan realisael anggaran dan ldnerja
Seks Penyelidikan dan Peoyidiben;

m. Mclaksanakan tugas lain vang diperintahlkan oleh
atasan sesual dengan tuges pokok dan lungsimya.
Parapral 5
Bidang Ketertiban Umum dan Kefenieraman Masyarakal
Paszal 14

{1} Bidang Ketertibon Umum dan Ketenleraman Masyarakat

{2}

memptinyai  ugas  pokok memimpin,  merencanakan,
membimbing, nengowasi dan memberkan petunjuk bagi
pelaksanaan ugas bawahan, serta mengendsliban dan

mcipevaiuasi  kegalan  menvelcngearakan  Kelerlilmin
tmum dan Ketenteraman Masyarakat;

Dalam menjalankan Liigss schagainana diomaksud pada
ayat (1}, Bidang Kerertiban Umum dag Kelcnilersmar
Masvarakat memalikl Miogsi :

a. Iclaksanaan koordinasi  penyelcnggaraan  ketertiban
umum don ketentersman masyaraliat dengan SKPD,
Tnstansl lainnya, masyarakat serta Lombaga
organisssi lainnya;

h. Pelaksanaan sosialisasi, perpawasan don pembinaan

terhadap masvarakal agur memahthi dan mentaat
aturan yang berlalkoa ;

. Pemberian  peringatan  terhadap  mwusyarakat  dan
pelakyu 3saba vang melangrar aluran yang berlalog;

d. Prmbenan mhomendasi atan surat kelerangen lain
vung  kelerksiten  atau berhubunpan  dengan
kctortiban vmum dan ketentcraman masyarakal;

e. Pelaksanasn kebijaloan perizinan prmanfaaiun geduong
instansi pcomernlabh  dan  swasta dalan uiaya
rencegahan, pengendatian dan penanggulangan
bencana dan pemadaman kebakaran;

. Pelaksanaan  kebijskan penpgawasan, ponegccckan,
perantanan monitoring  dan  patroli dalam  rangka
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pencegaban dan penangmulansan kebakaran
bangunarn, hutan dan labamn;

Pelaksanaan peoyusinan  kebijpkan pemantausn,
pencegahan, penanggulangan, dan justisi kebakaran
bAangmnan, hatan dan laban secara terpadu ditingloat
Kecamaten dan Kelurahun /Tesa;

Pelukssnaan tugas lain yang diberikan atasan scsual
dengan hidang serta tupgasnya.

{3} Uraian tugas Dideng Keterttbon Umum den Ketenteraman
Maosyarakal metipuatis

.

Mcmbuat Rencana Kegiotan dan Anggaran (RKA] dan
Program Keria  Bidang  ketertiban  wmuom dan
ketenteraman masystakar;

Merencanakan operuswnal urusan bidang kelertibsan
ummm dan  kelenleraman masyarsnkal,  serta
pemadaman kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan
tugas:

Menvusun dan menghimpun baban babhan  daelam
perumusan lebijakan dan persluran lainnya tonteng
penyelenggaroan ketertiban umum dan ketenteraman
masyuTakal, serta pemadamen kelxkaran;

Mengordinasikan polaksansaan pengendalian
ketertiban winum dan ketenteraman masyarakat;

Mengordinasikan pengawasan dan  pengenrdalian
massa demensiray;

Menyusun wiartar oprerasiomnal pruzedur
penyelengaraan ketertiban umum dan ketenleraman
masyaralat;

Mengoordinasilkkan  pelalssnaan  operasi  gabungan
pengendalian  ketertiban umum  dan  ketentcraman
mesya takat denpan instansi terkain

Mengoordinasikan pclaksanaan DERZOIATIAL,
penpawasan dan  ponjegasn  aset-aset  pemerintah
dacrahs;

Mengoordinasikan  polaksanasn  pengamanan  dan
pengawalan pejabat  pernenntah  dan tapu-tamu
peating {VIE dan VVIF);

Mengoordinasikan pelaksanasn  pengsmanan  dan
penjagaan tompal-lempat penting untulk menghindari
gangmuan  ketertihan  umuam  dan ketenleranican
masyoralat;

Mengoordinasikan  penyelenggacaan  pengendalian

keienteraman dan ketertiban umam Botas kecamatan
denigan instansi terkoait;

Mengoordinasiken pelaksanasn kerja sama lauhan
pengendalisn ketentoramean dan ketertiban unpum 4
lingkup tugastys dengan instans lerkait;



'l-n‘—
{

()

£

()

m. Mengoordinasikan  penyelesaian  pengadusm den
kcluhan masyvarakal lerkait dengan  pclaksanaan
urmisan ketenteraman dan keteriiban muam;

n. Mengordinasikan penyelenggaraen pencegahan dan
pengendalian pecmadaman kehakaran,

o, Mengoordinasikan penyusunan  kebuiphan  sarana
dan prasarana  dalam  rangka  pencegahan dam
pengendalian pernadaman kebakaran;

p. Menpevaluusi pelaksanaan Lugas dan
menginventatizasi pernmmasalahan 7 linglup tugasnya
gerta mencarnd allernatif pemecalbannyn;

q. Menpoordinasikan penvelenpggarasn apel pagi, apel
sore, apel luar bigsa setiap Harl Senin awal bulan dan
peringatan hari-her besar nasional di bngkup aatuan
polisi parmnonyg prajs;

r. Melzporkan |hasil pelaksanzan tugas  dan/atau
Wepiatan lainnys kepada alasan,

5. Memberilan saran dan periimbangan telnis kcpada
ArEaan;

t. Membegi lugas dan memben petunjuk  kepada
bawahan agar polaksanaan lugas berfalan scsual
dengan peddoman dan ketontuan yang hedalo,

u. Menilsi hasil kerja bawahan dengen memonitor dan
mengevaluasi  hasil lerjanya untuk Pahan
pengembangan karier;dan

v. Melaksenakan  lugss  kedinasan  lainnya yang
diberilran olch atasan,

Pasal 15
Ridang Kemertiban Umum dan Kelentraman Masyarakad,
Lerdiri dari:
H, Sekst Operast dan Pengendalian;
lr, Sekai Barana Bantuan dan Pemadam Kebaliaran.

liap-tiap Seksi dipimpin oleh scorang Kepala Seksi vang
dalam molaksanekan tugas berada  dibswah dan
bertanpoung  jawal  kepada Hepala Bidung HKetertiban
Unzum dan Ketentraman Masyarakad.

Pazal 16

Selesi Operasidun Pengendalian  mempunysel  TUgas
merencanakan, e i, melskganakail,
mengendalikan  operasi ketertiban umum dan
kelenteraman masyarakal;

Dalum menjalankan tugas sehagaimana dimaksud pada
aval [1), Sekal Operasi dan Pengendalian memilika [ungs:
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a  Penyusunan  program  dan teknis  kegiatan  Scksi
Upcrasi dan Mengendalian;
b. Pelaksanaan kebijukan tlentang operasi pengendaiian

penertiban  dalam rangka  hketeridban umum  dan
Ketenteraman masyardkat;

¢, Pengkoordinasion dan  peogendalian  operasi  dan
penertiban di lapsngan;
d. Polaksunaan sosializazi dan pengawssan  terhedap

masyarskat spar mematithi dan mentasts Peratoren
Perundang-undangan yvang berlak.yg

c. DPolaksanaan Penertiban atas pelanggaran Peraturan
yang berlaku;

. Pelaksanaan Evaluwss daan membuat laporan hasi
kepiatan (Pelaksunaan iuwss} secara berkala;

g, Pelakeanaan tugas lain yang diberikan atasan scsusl
dengan tugas pokok dan fungsinym.

Uraian Tugns Selsi Operagi dan Pengendalian meliputi:

a. Melaksanakan opcrasi penpawasan deo penpgendalian
ketertiban umum dan ketenlerwman masyarakat;

b, Melnksonskan operasi  gabungan  pengendalian
keleriiban omum dan  ketenteraman  masyarakat
denguan meslansi terkait;

. Melaksanakan — pengemnanasll,  pengawassan o dan
penjagasn asct-asel pemerintah daerah;

d. Mclaksanakan pengamanan dan pengawalan pojabat
pemerintali dan tarmil-tamu penring (VIP dan Vb,

e. Melaksanakan peogsmanan den penjagaan tempat-

tempat  penting  unluk  menghindari  gangguan
ketettiban vroum dan ketenteraman masyaralat;

. Meluksanakan bkcrja sama latihan  pengendalian

ketetiteraman  dan ketertiban umuam di linglup
tagrsnya dengan ipstans: terkail ;

p. Melaksanalkan penvelesaian pengaduan dan keinhan
masyurikat terkait dengan pelaksanzan urasan
lefenteraman dan ketertiban umum;

h. Mcnyusun bahban-bahan evahiasi dalam pelaksanaan
tupas dun menwnvenlarisasi permasalahan di limgkup
tEasmyH;

i. Melaporkan hasil pelaksanaan fogas  dan/etan
kegiatan lainnys kepada atasan;

j. Melaksanakan iugas ledinosan laimnya  yang
diheriltan nleh atasan.
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Pagal 17

1) Schksl Sarana, Bsntuan dan Pomadaman KBobakaran

{2

MCTEPUILYS] s merencanakan, mcrumiskan,
mengclola/menyiapkan sarana, dan  melalssanakan
bantuan, mencceah, menyencialikan dan menanggulang
bencana serta memadarmkan kebakaran, mengeraluasi,
memberikan arahan dsn pelunfuk kepada bawahan scrta
memeriksa, mengoreksi  hasil kerja  bawahan dan
mermbiai laporan koglatan;

Nalam menjolankan tugas scbagaitnana dimaksod pada
aval (1), Seksi Sarana Buantuar dan  Pemadaman
Kebakaran memiliki fungsi :

a. Penyusunan kebijoksn teknis, inventarisir kebumthan
dan pcoyviapan perencanaan program scrta Rencana
Kerja Anggaren [RKA) kegiatan,

b. icoyviapan, penyusiinan bahan, norma, Standar
Oprasional Prosedur (30PF), Prosedur Tetap {Protapl,
manual pencegahan bahaya kebakaran dan aturan
iain sesuai dengan perundang-undangan;

c. Pelaksanaan pengkoondinasian, pengontrolan,
perud i busian tugas, pernbitnbingan dan
pengarahan keginton kepada hawahan;

d. Pelaksanaan pondidiluan, pelatiban, lrursus,
permmbingan, penyuluhan, sosiglisasi, sinulasi beg
angeola Pemadnm Kebakaran;

. Polakssmaan kegiatan rekroitmen,  pendidikarn,
pelatihan, kursus, pembinaan, penyuluban,
sozialisa=l, sioulasi bag tenaga sukarcla pertclongam
bencana kobaloaran;

f. l'ciaksanaan kepialan pemantauan, pencegahan,
penangmdangan, dan yustisl kebakaran bangunan,
hutan dan lahan sceara terpad ditingkat Kecamatan
dan Kelurahan fDesa;

g. Pelaksanaon pemeliharaen, pemeriksaan
kesiapan /kesiagaan sarana, mobil kebakaran, dan
peralatan  pemadaman  dan penyelamatan serta
bantuan bencana laing;

h. Pelaksanaan koordinasi  perizinam  pemnanfaatan
podung dengsn instansi pemerintah dan swasta dalam
pencegahan,  pengendalian  dan  penanggulengan
bencana dan pemadaman kebakaran;

i. Pelalkksanaan pENgawasan, pengevekart,
pemantauan /menitering dan patroll dalam  rangks
pencegahan  dan penanggulangan kebakaran
bangunan, hutan dan Bhan;

j. Pelaksanaan dokumentasi, membuat rambu-rambi
rewan kelmkaran dan menwelusuri peta wilayah
rawan kejachan bencana dan kebakaran,



k. Pelakssnasn rupat evaluasi  dan prmorusiinan
penyampaian laporan kegiatan;

1. Pelaksanaan tugas loin yang diberikan oclch pinpiosn
sesual dengan tugas pokok dan fangsinya.

[3] Ulrmian Tugas Scksi Sarana Rantuan dan [Pomadam
Eehakaran :

4. Menyuasun rencana kerja dan program berdasarlem
data  labun sshelumnya  scbagel bahan  dalam
pelaksanaan kegiatan di scksi pemadam kebaliaran;

b, Melaksanakan koordinasi dengan dinas dan instansi

terkait scsuai dengan bidang tugas dolam rangka
kclancaran petaksanban tugas;

. Melaksanakan pengadaan, pembangunan, perhailcan
peraiatan  duan  pemnecliharaan  alar  secsns dan

prasarana pemadam kehakaran;

Jd. Melaksanakan pembmaan, pengendalian dan
pengawasan dan pencegahan kebakaran;

e. Melaksanakan koordinasi PenEOwaAsan arcal
kehakaran;

f. Membagi tupas dan memberi  petuonjuk  kepada
bawahan dengan cara  tertulis siau  lisan  agar
bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;

a. Memeriksa, mengorelrsi dsn mengonirol  pekerjoan
bawahan berdasarkan  hasil  kerja dengan
membandinpkan dengan  petunjuk  kena  untak
menpgetahui adanys keaalahan atau kekeliruan seris
UpLYa penyeInpLIrmagnmia;

h. Menilai Idncrja pars bawshan di linghungan Seksi
Permadam Kebakaran benlasarkon ketentuan yang
berlaky untizk diperpunakan sebagal bahan dalam
pembinean dan peningkalan karier,

i Menghimpun dan mempelajan peraituran perundang-
undangan, kebijakan tcknis, pedoman dan petunjuk
tekmis serta bohan bahan laimnya yang berhubungan
dengan pemyusunan  program-program  pada Bcksi
Pemuadam Kebakaran sebagni pedoman dan landasan
kerja;

j- Menginventarisasi permasalaben yamnyg berhubungan
dengan penyusunsn program program i linghungan
Seirsi Pomadam Kebakaran scrta menyiapkan bahan-
hahan dalam rangka pemecahoan masaiah,

k. Mengevaluasi pclakssmasn (ugas beordasarksn dats,
informasi dan laporan yang diterima schagai hahan
penvemputnaarn lebib langul,

1. Memberikan saran  perlimhangan kopada  alssan
tentang langlah langkah atan rindakan vang perla
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tiambil bodk secara {ertulis meupun lisan sebagai
akltcrnatf pilihan dalam penparmbilan kepubusan;

m. Menyampaikan laporan  hasgil  pelalanaan tugas
danfatan kegiatnn kepada alasan,

n. Melakzanakan tugas-tugas kedinssan lainnys yang
vang diberikan atasan.

Parngraf 3
Ridang Sumber Daya Aparatur
Pazal 18

{1} Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas
memimpin, merencanakan, membimbing, mengawas] dan
memberikan petunjuk bagn pelaksanaan tugas bawahan,
sorta  mengembangkan kemampuan  Somber Daya
Aparatur dalam penyvelenggarant kefertiban umum dan
kctontcraman masyarskat dan mencgskkan perangran
daeral, peraturan Bupati dan kepatiasan Bupatt;

(2) Dalarn menjalankan tugas schagaimana dimaksud pada
avat {1}, Bidang Sumber Daya Aparalur memiliki fungsi @

2. Penetapan ponyusunan rencansa dan program Kerja
pengelolaan sumber daya aparatur Satusn  Polisi
Parnony Praja;

b, Penetapan mimusan kebijakan penyvusunan bahan
kebjjakom  teknis  danfasilitasi peiatiban dasar,
poilatihan tclkmis dan peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur Polisi Parmong Praja;

c. Penctapan rmomusan  kelhijakan  penyosunan  dan
pengolahan data kegintan pendidiltan dan pelatiban
dosar, pelatihan fckmis den peningkatan kapasitas
snggnta Polist Pamong Prajs;

d. Penetapan rumusan kebyakan  pendidikan  dan

pelatibhan dasar scrts peningkatan kemampuan dan
wawasan Penyidik PNS Vonoegalkan PerdafPerbaip,

e, Pemelapsn rumusan kebijaksn operasionsl sumber
dava aparamr PolisiPamong Proja;

{. Penclapun sumusan lkebijolkan pengelolaan  dala
anggota Polisi Pamong Praja;

g, Pelakeanusn pembinsan dan penegakan internal di
lingkiungan Saluarn.

h. Pelaksanaan cvaluasi kegistan Bidang Sumber Daya
Aparatur melahni hasml yang telah dicapai schinggs
dapat mengubour peneapaian Kinerja;

i, Penyusunan laporan kegatan Bidang Suwmber Daya
Aparatur  untuk  diketabmi  kinerja  yang  tclab
dilakaanakan;
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Pelaksanann biyas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

i3] Urgian tugas Bidang Sumber Daya Aparanir melipo ¢

il.

b.

.

Meryusun  rencana  kerju Bidang  Sumber Daya
Aparangr sesnat dengan reacans kerja Satuan;

Merumuskan kebijakan penyusunan bahan kebijakan
feknin duan [esilitasi pelatihan desar, pelatihan teknis
dan poningkalsn kapasitas sumbcer daya aparator
Folisi Pamong Praja;

Merumuskun kehijakan penyusunan dan pengolahan
data kepgiatan pendidikan dan  pclatthan  dasar,
pelatihan teknis dan peninpkatan kapasilas anggols
Poliai Pamong Praga,

Merumuskan kebijakan pendidikan dan pelsthan
dasar serta peninglatan kemampuan dan wawasan
Penyidik PNS Pencpakan Perda/ Perbup;

Meramusalkan kebijaksn operasional sumber daya
aparalur PolisiPamong 'raa;

Merumnskan kebijakan pengelolasn Jdafa anggota
Polisi Pamonyg Praja;

Merumuskan dan A1CILVEUL Kerjasatna
pengembangan kemampuan dan kapasgilas aparat
Polisi Pamong Praja dengan THIJ Moln dan Kejalosaan;
Menpoordinasi bawahan agar terjalin kerjasama yang
hailk dan saling menduloung:

Menegakican disiplin aparaiur di lingkungan Satuan;
Menilai  hasil  kega bawahan  woobik bahan
pengembangan kaner;

Moemberikan saran  pertimbangan  kepoda  Kepala
Saluan  lenisng langkah-langkah atau tndakan yang
pecru  digmbil! baik secara terlulis maupun  lisan
schagai  alternatif  pilthan  dalamm  pengambilan
keputimasn;

Mclaporkan hasil pelaksanaan tugas/kewalan kepada
atasomn.

Melaksanakan Iugss kedinasan yang diberikan oleh
atasan sesual tugas pokok dan fungsinya,

Pasal 19

(1} Bidang Sutmber Daya Aparatur, terdivt dari;

a.
b

SEHTE T DA
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Seksi Pelatthan Dasar;
Selwai Pengembonpan dan Pemberdayoan S0DM.



Pasal 20

{1} Bcksi Polatihan Dasar mempunyal fugas mercncomsban,
membimbing, melaksanakan, mengendalhikan,
imengevaluasi, member? ammban dan petunjule kepada
hawahan, memeriksa, mengoreksi hasil kerja bawahan
dan membuat laporan kegiaian selesi pelotihan dasar,

Dalin menjalankan tugas scbagrimana dimaksud pada
avat {1), Sekai Pelatihan Dasar memiliki fongsi :

(<)

(3)
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h.

Perencanuan kepiatan Sclof Polaiihan Daser dart hasil
perirniiean program dengan menyosin kegiatan agar
terencaus dengan bails

Brlakuunuaen kebijakan tckmis dun fasilitasi pelatiban
dasar dun kesamaptaan angpota Satuan Poliss Pamong
Praja;

Penyusunan dan pengolainan dala kegiamn
pendidikan dan pelathan dasar kesamaptaan Anggoels
Satuan Polisi Pamonyg Praja;

Pelaksanaan pengclolaan data dasar Anggota Saluan
Palisi Pamong Prajs;

Pelaksanaan operasiomal kegiatan Seksi Pelatthon
Dasar Midangy Sumber Daya Aparaiir Polisi Pamong
Praja;

Pelahsunaan operasional polatibiun dassr, pengelolaan
data dan administras] PPNS;

I'cnyusunan evalupsi dan pelaporan kegatan Seblsi
Pelatihan Dasar untik diketabul tingkal kinens yang
telah dilalcennakan;

Pelaksanaan luyss rin yvang diberilan oleh pimpinan
sesual dengan bugas dan fungsinya;

Uraian Tugas Scksi Pelaiihan Dasor.

a.

Menvosun rencana program Kerja berdasarkan dais
lahun sebehimnya schapal bahan dolam peloksanaan
kegiaian pelatihan dasar dan kesamapiaaty

Mempumpuikan  dan  mengelola  informasi yang
berhuburnigan denzan  pelatihan dasar dan
lkecpumapiaan;

Mciwiapkan baban penyvusunan kebjaksn, pedoman
dan petunjuk teknis di seksi pelatihan dasar;

Melaksanakan koordinasi denpgan dinas dan instans:
terkait mesuni dengan bidang lugas dalam rangka
kelancaran  pelaksanaan  pelathan  dasar  dan
kessmaptaan;

Menviapkan bahan-baban vang berkenuan dengan
kemiatan keschatan jasrnani bagt angeols satuan polisi
patmong praja dan pemadam kebakaran,



f. Melabsanakan pembinasn keschalsn jasman secara
berkala;

g¢. Memberi petunjuk kepada bawahsn dengan ours
lertlis alga lisan agar bawalbian mengerl dan
memahat pEReriannnya;

h. Memeriksa, mengoreksi den mengontrol  pekenaan
bawahan  berdssackan hasil kerja  denean
membandimpkan dengan pefunjuk  kerja untuk
mcngetahul adanya kesalahan atau kckclirnan scrta
upaya PCOyCIpLITEATTIYG;

i. Menilai kincria para tawahan di lingkbmgon Scke:
Pelatihan Dasar berdusarkan kelentuan yang berlakn
untuk diperganakan schagsi bahan dalam pembinaan
dan peningkatan karcr;

J.  Menghimpun dan mempelajan peraluran perutdang-
undangan, kebijakan twknis, pedoman dan peiumjuk
lekntis gerts bahan-bahan lainnya yang berbubungan
dengsn  ponyusunan  program-program pada Sekesi
Pelatihan Dagsar sehagai pedoman dan ndassn kens;

k. Meopinventarisasi permasalahan yang berhubungsn
denigan ponyvusunan program-peogtam 4 hngkangan
Seks=i Pelatiban Dasarserta menylapkan bahan-bahan
dalam rangka pemecehan masalah:

1. Menyampaiken lapormn basil pelaksanaan  fugas
danfatan kegiatan kepada atasan,

m. Melaksanakan mugas-tugas kedinasan hwnoya yang
vang diberikan atasan.

Pasal U1

f1} Seksi Penpembangan dan Pemberdayasn 5DM dipimpan
pleh scorane Kepala Seksi yang berads di bawab dan
pertanggung  jawaban kepada Kepala Bidang seria
METRPUTYAL LugRs merencanakarn, membunbang,
melaksanakan, menpendalikan, mengevahiasi, memben
arahon dan peiunjuk kepada bawshan, memerksa,
mengoreksi hasil kerja bawahlan den membuat laporan
wegiatan seksi Pengembangan dan Pernberdayaan SDM;

{2) Dalam menjalankan tugas schapgaimans dimaksad pada
aval {1], Seksi Pengembanpan duan Pemberdayoon S50
mnemiliki fngsi ¢

a. Perencanaan kegiatan Seksl Pengembangan dan
Pemberdavasn SDM dari basil perumussn program
denpan menyusun kemlatan sgar lerencana dengan
baik;

b. Pclaksanaan keldjakan teknis dan [ambias pelatihan
telnis dan peningkatan  kapasitas sumber  daya

—— aparatur Polisi Pamang Praja;
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Penyusunan dan peongolshan dala kegiatan pelatiban
teknis dan peningleatan  kapasilas  sumber  daya
aparatur Polisi Pamong 1'raja;

Pelaksanaan  operasional  Peongembangan dan
Pemberdavaan 8DM Aparatur Polis Famong Praga;
Pelakeangan operasional  peoningkatan kemampuaan
dan wawasan Penyidik PNS Penegalkan Perds [/ Perbup,

Pemyusunan evaluasi dan pelaporsn kegiatan Seksi
Penpembangan dwn Pemberdayaan SDM omiuk
dikctahui tingkat kinerja yang telah dilakeansdkan,

Peloksonasn tupas lain yang diberikan oleh pimpiziaul
sesuol dengan tugas dan ungsinya.

Lrmian mgas Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan
SN -

Menvisun rencana program kerje benlasarkan data
{ahun sebeiumnya schagat baban dalam pelaksanaan
kepiaian Pengembangan dan Pemberdayaan STM;

Mengumpulksn  dan  mengclola  infvrmasi yang
berhubungsn dengan PengembangHn dar
Pemberdayaan SDM;

Mclaksanakan koeorlinasl denpgan dinas dan mstans
terkait scsuai dengen bidang tugas dalam ranghs
kelancaran peclaksanaan fugas;

Wenyiapkan bahan proyusunan kebijakan, pedoman
dan petunjuk tekmiz di scksi Pengembangan dan
Pembrerdayaan SDM.;

Merencanakan program latthan-latihen dalam rangka
meningkatikan kapasitas sumber days mamsia dan
kinerja snggors satiian polisl pamong praja,

Memberi pefunjuk kepada bawshan dengan cara
tcrtulis atau lisan agar bawahan mengerl den
memaharmi pekerjaannya;

Memerikss, mepgoreksi dan mengontrol pekerjaan
bawahan  berdasarkan hasifk kema  dengan
membandingkan  dengan  petunjuk kerja untluk
mengatahui adanya kessiaban atavu kekcliruan seris
UpaYa pPooyCPUITIAANTIYA]

Menilai kinerja para bawahan di liogkungan Sckesi
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM bordasarkan

ketentuan yvang berlaku antuk dipergunakan scbagai
bahan dalam pembinaan dan peninglkatan karier;

Mecnghimpun dan mempelajan peraturan perundang-
undangan, kebijakan tcknis, pedomen dan potunjuk
teknis seria bahan-bahan lainnya veng berhubungan
dengan peonyusunen  program-program  pada  Beisi
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Penpembangan dan Pemberdayvasn SDM o sebagsd
pedoman dan landasan kerja;

ij.  Menginventarisasi permasalaban vang berhubungan

dengan penyusunan program-program i lingkoogsn
Seksi Penpembangan dan Pemberdayasn SDM seria
menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pocmecahan
masalalb;

k. Menynmpaikan laporan  hasil  pelaksanoan  tugas
dan fatau kogtatan kepada atagan;

l. Mclaksanakan iugas-tugas kedinasan laimnys yang
vang diberikan atasan,

Paragraf 4
Ridang Perlindungan Masyarakal

Pasal 22

Bidang Perlindungza Masyaraleat mempunyar  togas
memimpin, merencenakan, membimbing, mengawasi, dan
memberl petunjuk bayr pelaksanaan tugas bawahannva,
serla mengembanghkan kemampuan sumber  daya
aparatur dalam penyelengearaan perlindungan
masyaralsat;

Dalam menjalankan bugss sebagaimana dirnaksnd pada
ayat {1), Bidang Perhndungan Maayvarakat memiliki fungsi:

a. Penyusunan program, Tencana kegalun dan angasran
tahiunan Dhidang Perlindungan Masyarakal;

B, Penyiapan bahan rumusan kchijalan, Fwhtas sera
menghimpun dato dan informasi yang lerkail Tingkup
Seksi Perlindungan Masyarakat dan Scks Bina
Polens: Masyarakat,

. Pelaksanaan kebijakan rentang Sat-Linmas dalam
kegiatan perlindungan masyarakat;

d. Prlaksanaksn bimbingan teknis, supcrvisi dan
polatihan sinnber daya Satancrlind ungan
Masvarakat dalam raoeks menongguoiangl bencana
alam, pembantuan  kesmwanan, ketenteraman  dan
ketertiban masyarakat, serla pembantuen  dalam
kegtatac sosial kemasyarakatan;

Penplordinasian pembuslan prosedur tetep (PROTAF]
terkail. dengan pooupasan satuen Linmaa  dalam
penanganan penyelengoaraan pemilty

I Polaksanasn pembinaan SatuganPeclindungan
Masvrarakatdalam rangka
pengamansnpenyelenggaraan pemilihan LATTILLN,
pemilihan kepalin Juerah dan pemilihan kepadadesa;

g Dclaksanaen koordinasi  kegiatan  perlindungan
masyarakat dalam rangka PCTLZATIIHTEATL

i
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penyelenggaraan pemilihan umum, pemiliban kepala
dacrah dan pemilihan kepadadesa;

Peloksomaan  koordinasi  kegiatan  perlimdungan
masyorakat dan bina potensi masyarakat dalum
penangmiiangan  bemeana, pembantuan keamanan,
ketenterathan dan ketertiban masyarakal,
pernbantian  kemistan  sosial kemasyarakatan  dan
upsys pertahanan negara;

Penyusunan rmusan  Monev  dan pelaporsn
polaksanaan kegiatan Limmas;

Pclaksanaan Wigas Inin yang diberikan oleh pimpinan
sesual dengan Migas dan fungsmya;

{1 Uraian ‘Tugas Bidang Perlindungan Masyarakatmelipabi @

A,

o S

HEERTEH

Menyusun rencans operasicnal Bidang Perlindungan
Masyarakat scauai rencana kerjia Satpol PP,

Menyusun retcana penyelenggaraan
penataranflatthan dalem upaya peningkalan SDM
Satan Perlindungan Masyarakat;

Mengoardinasikan pembinasn dan bimbingan sosial
kepuda Satuan Perlindungan Masyvarakat;

Menyustin  kebiiakan  teknis  dan  stalepis
pombangunan perlindungan masyarakat;

Menvusun perencanoan dan melaksanakan detelos
dimi terhaduap gaogeroan ketentraman dan ketertiban
umwm serta pelangiaran Peraturan Daerabh di Desa
dan Kclurahan se-Kabupaten Natuna;

Mengoordinasikan pembinaan  kerjasamna  dengan
intansiilembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan
perindungan masyarabal,

Mengaoordinasikan pembinagn personil Linmas datam
rangks paya periahanan Negara;

Mengoordinasikan  himbingan dan pemiberian
perlindungan terhadap korban hencana, kcrusuhan
den kecelalkoan massal;

Mengoordinasikan satuan perhiodungan  masyarakat

dan bina potensi moasyarakal unitok menoangzubangt
dan memperkecil akibat bencenas perang, bencana

alam dan bencatna akibat wlah marnisis,

Meniiai  lhagii  kerja  bawahan wuniok  bahan
pengembangan kaner;

Melaksanakon lwms kedinasan ysng thberikan clch
atasan sesuai tugas polok dan fungsinys,

Meluputkan hasil pelaksanaan topas/kegalan kepada
atasan,
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Pasal 23
Bidang Perlindungan Masyarakst, terdiri dari;
a. Beksi Bation Linmas;
b. Seksi Bina Potonasl

Pasal 24
Sekyi Saluyn Pedindungan Masyarakal mempunyal tugas
morenratalan, mermuaskan, melaksanakan

pengendalian, menpevalnasi, membern earahan  dan
potumuk kepada bawahan, memerikas, mengnreksi hasil
kerja bawahan don membuat laporan kegistan selksi
satuan Linmas;

Dalam memjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1, Scksi Saluun Perfindungan Masyarakat memiiiki
firrgsi -

a. Penyusunan reocand, program dan tckmis kegmaten
kegiatan Satlinmas;

h. Penyiapan bahan rumosasn  kebijakan, fasilitas:,
mediaal dan komunikasi serla menghimpon dan
mengolah data dan  ioformasi yang  berhubunpan
dengan Batlinmas:

¢, Pemnbinaan kerjasama dengan inisnstlembaga ferkaic
dalam pelalezanaan kegiztan perlindungan
masyarakdl;

d. |'embinaan personsl Linmas dalbm rangks upaya
portahenan Negars,

e. Pelaksanaan fasilitagl, sosialisasi dengan kelembaguan
Satuan Linmas, iages, fungsi, wewenang, hak dam
kewajiban satuan Linmeas;

[. Pelaksanaan kegiatan momilocnpf pengawasan, d=n
pengendalian satuan Lmmas di lapangan;

¢. Penugasan segenap Satusn Linmes dalam inemjaga
keamanan, ketenteraman dun ketertiban masyaraleat;

h. Peningkaian kapasitas aparatur satusn Linmas;

i. Prlaksanaan monitoring, cvaiussi den peleksanoan
program/ kegiatan sesnai dengan TUPGKST,

j.  Polakssmasn lagas lain yang diberiken oleh kepalaf

pimpinan/ atesan sesval dengan (oges pokok dan
fungsinya.

Uraion Tugas Scksi Perlindungan Masyarakal meliputi @

a. Menyusun rencana dan program kera berdaserkan

date tahun schelumnays  sebagai  bahan  dalam
pelaksanaan kegiatan pembinaan Satlinmas;
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b, Menyiepkan bahan romussn kebijukan, fasilitasl,
mediasi dan  kornunikasi scrta menghimpun  dan
mengolah  data dan  informasi yang  berhubungan
denpan Bathnmas;

. Mclaksanalksan pembinpan kepada masyarakal dalam
bentuk pendidikan, pelatiban,  workshop  dan
penyuluhan,

. Membina personil Linmas daiam rangka upays
pertabanan Negara,

e. Membina kerjasama dengan intansilemrbags lerksil
dalam pelaksanaan kegiatan peclindungan
wasyarakat, terutama pads saeat Pemilihan Umuom,
Fecmilihan Kepela Dacrah dan Pernilihan Kepata Desa;

f.  Bfelaloaunukan Easilitasi, nouialisusi denpan
kelembagaan  SBatuan Linmas,  tugas,  fungsi,
wewenang, hak dan kewajiban satuan Linmeas;

g, Menugaskan segenap Satuan Linmas dalam menjaga
kcamanan, ketenieraman dan ketertiban masyarakat;

h. Mrlaksanaksan kegiatan monitoring/pengawasan, dan
pengendalian salusn Linmas di lapangan;

i. Mclaksanakan anadlisis dan pengembangan kanera
selsi;

j. Membagi tugas kcpada bawahan dengan cara tertulis
51411 Yiasn agar dapat diprozes lebih lanjut;

k. Memberi petunjok kcpada bawahan dengan cera
fertulis misw lison apar bawahan mengerti dan
memashami pekerjaannya;

l.  Meralai kinerjp para bawahan di limpkuogan Seksi
Perlindungun Masyarakat berdasarkan ketentoan
vang beriaku uniuk dipergunakan sebagai bahan
dalam pembinaan dao peningkatean karier;

m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kehijakan reknis, pedoman dan pelunjuk
teknis scrta baban-bahan lainnya yang berhubungan
dengaon penyusunan programprogiam pada  Seks
Perlindungnn Masyarakat sebagai  pedoman  dan
landasan kerja;

n. Menyampaikan [aporan hasil  pelaksanasn  tagas
deri/atau keglatan kepada alasan;

. Melaksanakan tupas-tugas kedinssan lainnya yang
diberikan alasan.

Pasal 25
Seksi Bina  Polensi  Masyaralat mempunyvai  tugas
merencanakan, inerumskan, melaksanakan,

mengendalikan, menpevaluasi, membimbing, memberi
arahen dan petuniuk kepads bawahan, mengoreksi hasi
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kerja bawshan domn membust laporan kegiatan selsi
potensi bina masyarakat;

Dalam menjalankan tgas sehagaimana dimaksud pada
aval {1}, Belsi Bina Potensl Masvarakal mermniliki fangsl

4. PenylUsunan rencana, program dan teknis kegiatan
bina polensi masyarakat dalam  penyelenggaraan
perlindungan masyarakat;

b, Penyiapan  banan  rumusan kebijakan,  (asilitas,
medianst dan  komunikasi serta menghmmpun dan
mengolah  dale dan  informasi vang berhubungan
dengan Tugas Pokok dan Fungsi scksi Bina Potensi
Maszvarakat;

r.  Peloksanaoan kcbyjakan tentang pembinasn poicnsi
masyarakat dalasm penyelenggarsan  perlindungan
masyarakeat;

d. Felaksanaan kerjasama dengan pihak  terksit
(SKPD/Instansif Lembags/ nsitas], dalan
pelaksansan pemmbinaan yang berhubwungan dengan
potens masyarakat,

. Pembimasn  personil  linmas  dalam orangka
mMCIanEEElang bencana alom, petnbantuan
leamanan, kerenlteraman dan keteriiban masyarakal,
dan pembantuan kegiatan sosial kemasyarakaian;

I, Pelaksanaan moniloving, evaluasi dan  pelaporan
program kegiatan Bina Polensi Masyarakat;

g Pelaksanann tugss lain  yang dibenkan olch
pimpinan/kepala/ atasannya sesust dengan tugas
pokok dan fangsinya.

Uraian Tugas Seksi Bina Potensi Masynrakei mefipori

4. Menyvusun rencana dan program kera herdasarkan
data  lehun  sebehummia  sebagal bahan  dalom
pelaksanuan kegiatan pcmbinaan Polensi masyarakat;

b. Menviapkan behan rumusan kebjakan, fasilitasi,
medisgt dan komunikasi scrta menghimpun  dan
mengolah dala dan informasi yang borhubungan
dengan Bina Polenst Masyarakat;

c. Mclaksanakan hkelnjakan tentang pembinnan polens
masyarakat dalen  penyelenggaraan  perlimdungar
masyarakat;

4. Memberdayakan potena masyarakat clatun
mencipialean dan mernelihara ketentraman
masvarakar dan ketcroban vmmain,

v, Melaksanakan kejasama dengan  pihak  torkad
{SEFD/Inatansif Lembaga [ Tnerifasi, dalam
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pelakizanaan pembinsan vang berbubungan dengan
potcnst masyaralat;

Membinag  potensi  masvsrakat  dalam rangka
menange ulang bcicana glarn, poembanbisn
keamanan, Ketenteraman dan keferfiban masyvarakal,
dan pembantusnn kegiatan sosial kemasyarakatan,

Melaksonakan bimbingan dan koordinasi pemberian
perlindungan terhadap kerban bencana, kerusubhan
dat kecelakaan massal;

Mengoordinasikan dan membina polensi masyarakat
untuk menangegulangi  dan  memperkecit  aldbat
beneane  perang, bencana alam maupun bencana
dlbdbatl ulah manusia;

pMciaksunaksn analisis dan pengembangan  kinera
acksy;

Mcmbagi lugas kepada bawahan dengan cara teriulis
atau lisan agar dapat diproses lebih lonjut;

Memberi potunjulk kepoda  bawaban dengon  cara
tertitlis  mtau  Yisen  agar bawshan wengerti dan
memahami peketjaannya;

Menilai ldnega pers bawahan di ingkungan Schksi
Nina Potenst Masvarakat berdasarkan kelentuasn yang

betlalm untuk dipergunakan scbagai bahan delam
pembinaan dan peningkatan kacier;

. Menghimpun dan meompetajari perataran peruecsmg-

undangan, kehijakan tcknis, pedoman dan petunjuk
teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan

denpan penyusunon  program-peogram  pada Sckad
Masyarakat sebagai pedoman dan landasan kona;

Menyampaikan laporan  hasil  pelakssnoan  tugas
dan/atau kegntan kepada atazan;

Melaksanaksn lugas-tugas kedinasan lainnya yang
diberiltan atas.

BAR I
Kelompok Jabatan Fungsionsd
Braai 20

Kelompok jabatan fungsional yang diberikan hak dan
wewenang sesuai kendalinys dalam rangks mendukung
tugas dan fungsi SATPOL PP Tipe A Kabupaten Nanina;

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas kKhusus
sestial dengan idang keahlianrys berdasarkcan peraberan
pernndang-undangan;
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Kelompol  jabatan [ungsional terdiri dari  tenags
fungsional Pol PP dan jabatan fungsional lainnya sesual
dengan bidang keahliannya;

Jumilah  tenaga  fungsional  dibeniuk  berdasarkan
kebuluhan dan heban kerja yanyg dipimpin oleh seorang

tenaga fungzional yang senior vang ditunjuk;

Jenis dan penenjangen dan jebatan fungsional diatar
dengan peraturan dan perondang-undangan.

BAE [V
Fengarghkatan dan Pemberhentian

Poaaal 27
Kepala Satuan diongkst dan diberhentikan olch Bupali;

Sekrelaria, Kepaln Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala
Seksi diangkat dan diberheniikan oleh Bupati atas usul
Sekretaris Daerah sesual dengan Peraturan Perundang-
LA FHTT,

Pengangkatan jabatan struklural pade Satuan Polisi
Pamong Praja diprioritaskan dan  lingkungan Satooam
Polisi Pamong Praja;

Tata Ketja
Pasal 24

Dalam meclaksanakan lugasoya sctiap pimpinan  unit
organisasl wajib menerupkan prinsip koordinasi, inlegrasi
dan sinkronisas] balk dalam Bmgkungan masing-masing
maupun  antar  =zatusn organisasi di o liegkonguan
Pemerindah Daerahh scrta dengan inatonsi lun di laar
Pemerintah Daerah scsual dengan (ugas masillg-Masing,.

Seliyp pimpican satuan crpganisas  wajib  mengawasi
bawahannya masing-masing dar hila terjadi
penyimpangan  egar mengambil langkeh-inngkah yang
diperiukan sesuai  dengan  perafuran perundang-
undangan.

Hetiap pimpinan satian organizasi berlanggung jawab
mermimpin dan Mengoordinasi bawahan masing-masing
¢lan memberikan Mimhinpan serta potunjuk-petunjuk bagi
pelaksansan tugas bawahannys.

Paszl 29

Seliap pimpinan satuan organisasi wagib menpikuti dan
mematuli  petunjuk dan bertangpung  jawab  kepada
alasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala
tepat pada wakminya.,

Qetinp laporan yvang dioluh dan dipergunakan schegai
bahan peoyusunan laporan letsh lanjut dan unluk
memberikan petnnjul kepads bawslian.



(3} Dalurm menyampeikan laporan masing-masing  kepada
atasan, fembusen laporan wajib disampaikan pula kepads
satiian organisasi lain yang secara fungsional mempunyat
hubunegan kena.

(4) Dalam melaksanakan togas, setinp pimpinan  satuan
organisazi dibantu olch ssluan arganisasi dibawahny
dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawalan
masing-masing, wajib meogadakan rapat berkala,

Pasal 30

Pembisyaan Saetnan Polisi Pamong Praje dibebankan kcpada
AFBD Kalnipaten Natina dan atau Pemerintah Posat.

BABV
Keteniizan Penutup
Paszal 31
Peraturan Bupali imi berlaku pada ianggal diundangkan.

Agar sctap omng mengetalminys,  memerinishkan
penempatannys dalam Bervita Dacrabh Kabupaten Natuna.

Mietapkan di Ranai
pade tanggal | QEiC ey 2065

Diundangkan i Ranal

pada tanpgual | Clobe 2617
SEXKRETARIE DAERAH
KABUPATEK NATUNA,
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